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KABUPATEN BANDUNG

SUPATY BANDUNG

banwa berdasarkan Pasai 2 Keputusan Menteri Pendidikan Nasionai
Nomor. 80/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekoiah, Pendirian
Sekolan merupakan pembentukan sekolah baru yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat;

bahwa dengan meningkatnya pendidikan masyarakat diharapkan dapat
memberikan kontribusi dan berdampak penting terhadap peningkatan
indeks pembangunan manusia:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

3 Cikancung Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

undang—indang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Xabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 19350) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 {entang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomocr 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Daiam Lingkungan
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasionai {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturar
Perundang-undangar (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
Unazng-Undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahar Daerah
«Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun 2004 Nomor 125, Tambanzr:
Lembaran Negare Repubiik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah

deberana kali diubah terakhir gencan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
teng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004

i

nteng Pemerintahan Daersh (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2008 Momer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

te

Peraturan Pemerintah Nemor 28 Tahun 1990 tentang Pencidikan Dasar
{Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nemor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 1950 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

Republiik indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3764);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang
Pedomar Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan
Persekolzhan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004
Ncmor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah
diubsh dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomior 2C Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah

.....

Kabupaten Bandung {Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010
Nomor 12);

14. Peraturan Daeraih Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sistern Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandunc Tahun 2009 Nomor 26).

Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian SMP tanggal 11 Juni 2011

MEMUTUSKAN:

Membentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Cikancung Kabupaten

Bandung.

: Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Sekolah sebagaimana dimaksud

pada diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bandung dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai
teknis peiaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bandung dan melaporkannya kepada Bupati.



(W8]

KEEMPAT : Keputusan ini rmulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Juli 2011
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TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional.

Gubernur Jawa Barat,

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Pimpinan DPRD Kabupaten Bandung.

Para Asisten dan Kepala Bagian pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Camat yang bersangiutan.
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